
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 25 TAHUN 2010 

TENTANG 

PE DOMAN KAPIT ALISASI TERHADAP BARANG MILIK DAE RAH/ KE KAY AAN 

DAERAH DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

GU BERN UR KALIMANT AN TENGAH 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi 

Mengingat 

Pemerintah yang berhubungan dengan sistem akuntansi 

Barang Milik/Kekayaan Daerah, perlu adanya suatu pedoman 

kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah untuk semua 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah tentang Pedoman Kapitalisasi terhadap Barang 

Milik/Kekayaan Daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tetang 

Pembentukan Dae rah Swatantra Tingkat I Kalimantan T engah 

dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 

T entang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1622). 
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2. Unda11~J-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Neg,H;;-1 (L.ernbaran Negara Republik Indonesia TahLm 2003 

Non101 47 Tc1mbahan L.embai-an Negara Republik lndones·1a 

I\Jo11101· 4286). 

3. l_J11clc111g-U1xJan9 Nornor 1 TahLm 2004 tentang 
r::ierbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republil< Indonesia Nomor 4355). 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuan9an Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2004 NiJmor 66, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400) 

5. Unclc.rng-Ur1dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

D21l-:1al1 (Len1bar1rn Negara Republil< Indonesia Tahun 2004 

I\Jornor 125. Ta1T1b21han Lembaran Negara Republik Indonesia 

No11101 4437) sebaga1n1ana telah diubah dengan Undang

Ul\ciang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Perner1ntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadl Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 

4548) 

6. Pe1c1tu1an Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Aku11ta11s1 Pernerintahan (Lembaran Negara Republik 

lmJ011es1c1 Tar1un 2005 Nomor 49, r~rnbahan Lembaran 
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i\k~i:::1121 l~eput)l1k Indonesia Norn or 4$03 ). 

fJe1CJtura11 ~'e1ner1ntah No1110r 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

irIru1111c1s1 r\euangan Daerah (Leml::l~rc\M Negara Republik 

lr1U0l1esia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negcna Republik Indonesia Nornor 457e). 

8. Poraturan Pemerintah Nomor 51 Ttl11un 2005 tentang Hibah 

l'\epcit:19 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
') 
.... ()05 Nomor 139, Tambahan bembcir~n Negara Republik 

9. 

!I1ch.Jl1G'.;la Nomor 4577). 
r1 . ·"', _ 

r~eI d(Uran I-lemerintah Nomor ~Q Tahun 2005 tentang 

Pwnge)P.lsJan f<euangan Da0ri;H, (lembaran Neg~ra R6publik 

!::dGi1es1a Tahun 2005 Nomor 14Q1 T<m1b~han Lembaran 
t~(::80 1 d I~,;,rJubl1k Indonesia K.Jomqr 4518). 

10 r_J0t..,1turrJr1 f3emerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

r.:icn~2 I0 1Ran Barang Milik Nt::i9al;<:'1r-t~~erah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor20, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5. 

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN. TENGAH TENTANG 

PE DOMAN KAPIT ALISASI TERHADAP BARANG 

MILIK/KEKAYAAN DAERAH DALAM SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua 

pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap pakai, untuk 

meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya 

dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 

2. Barang Milik/Kekayaan Daerah adalah semua Barang Milik/Kekayaan Daerah 

yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar APBD yang berada 

dlbawah pengurusan atau penguasaan SKPD-SKPD serta unit-unit dalam 

lingkungannya yang terdapat baik di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di 

luar Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk Sadan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) 
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3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah 

yang mempuriyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material 

dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari 

dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana 

di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau 

dari rampasan. 

4. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, 

pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku 

inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan 

Barang Milik/Kekayaan Daerah dan neraca pemerintah daerah. 

5. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan aset tetap dari UPT ke 

UPT yang lain dalam lingkungan SKPD yang bersangkutan .. 

6. Pengalihan adalah penyerahan aset tetap dari SKPD ke SKPD lain atau 

perolehan aset tetap dari SKPD lain. 

7. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau 

kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan. 

8. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari 

pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan. 

9. Pengembangan Tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan 

dan pematangan. 

10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, 

renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, 

kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan. 

11. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa 

meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan 

sesuai dengan kondisi semula. 

12. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik 

dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 

13. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap 

mempertahankan arsitekturnya. 

14. Penambahan adalah Pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset 

tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang 

telah ada tanpa merubah klasifikasi barang. 

15. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan 

karena perubahan klasifikasi. 

16. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak 

b_ergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima 

penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan 

daerah. 

17. Penghapusan adalah peniadaan catatan aset tetap dari pembukuan karena 

rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan. 
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18. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap 

seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan 

pelatihan awal. 

19. Bangunan dalam Pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian 

dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan 

Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). 

20. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komtabel) adalah penatausahaan 

Barang Milik/Kekayaan Daerah yang dilakukan secara manual (di luar SAP) 

pada tingkat UPB, untuk nilai Barang Milik/Kekayaan Daerah di bawah nilai 

minimal atau Barang Milik/Kekayaan Daerah yang karena sifatnya, tidak perlu 

dilaporkan dalam laporan Mutasi barang triwulan dan laporan tahunan. 

BAB II 

KAPIT ALISASI 

Bagian Pertama 

Tujuan Pedoman Kapitalisasi 

Pasal 2 

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah : 

a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang 

Milik/Kekayaan Daerah. 

b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Barang Milik/Kekayaan 

Daerahi yang dikapitalisasi. 

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Barang 

Milik/Kekayaan Daerah. 

Bagian-Kedua 

Pengeluaran yang Dikapitalisasi 

Pasal 3 

(1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, 

pembeHan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, 

mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan 

jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap sampai siap pakai, dan 

pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya. 

(2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dirinci sebagai berikut : 

a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya 

pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan; 
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b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, 

ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa 

uji coba; 

c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi : 

1) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan 

melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa 

konsultan; 

2) pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan 

secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai 

siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa 

peralatan biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan. 

d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi : 

1) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak 

berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan , 

biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan lama; 

2) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya 

langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan 

baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan lama; 

e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi : 
' 

1) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak 

berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran 

bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan 

pembangunan; 

2) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara 

swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai 

meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan 

dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan 

untuk keperluan pembangunan; 

f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga 

kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. 

g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya : 

1) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan 

melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan 

pengawasan, dan biaya perizinan; 

2) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara 

swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai 
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meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 

Pasal4 

(1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh 

pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan. 

(2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi hilai yang dicantumkan 

dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset 

diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung 

dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku. 

Pasal 5 

(1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi 

ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat. 

(2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan 

dan pematangan. 

(3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk 

meningkatkan kualitas dan kapasitas. 

Bagian Ketiga 

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap 

Pasal6 

(1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan 

baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, 

renovasi, dan restorasi. 

(2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi : 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang 

sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih 

dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Nilai S~tuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, 

dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak 

kesenian. 

BAB Ill 

JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN BARANG 

MILIK/KEKAYAAN DAERAH 



Pasal7 

(1) Pencatatan Barang Milik/Kekayaan Daerah dilakukan dalam buku persediaan 

dan buku inventaris. 

(2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan 

(intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel). 

Pasal8 

(1) Pencatatan Barang Milik/Kekayaan Daerah meliputi pencatatan terhadap 

barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan 

dan tanaman. 

(2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan 

meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, 

dan barang pakai habis yang sudah direklasifikasi. 

(3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan ikan dan tanaman adalah Aset 

Tetap yang dicatat dalam buku inventaris. 

(4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai satuan 

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel). 

(5) Barang Milik/Kekayaan Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah 

Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris 

di luar pembukuan (ekstra komptabel). 

Pasal 9 

(1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak 

dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra 

komptabel) 

(2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang 

disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 10 

(1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak 

dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra 

komptabel). 

(2) P_encatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan 

aset dari instansi yang mengalihkan. 
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Pasal 11 

(1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar 

pada Sistem Akuntansi Pemerintah. 

(2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I. 

BABIV 

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP 

Penaksiran Nilai Aset Tetap 

Pasal 12 

Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga 

perolehannya. 

Kondisi Aset Tetap 

Pasal 13 

(1) Kondisi Aset Tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat 

(2) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II 

' 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, semua peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Daerah 
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan gubernur ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan 
Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 25 0ktober 2010 

Pit. SEKRET ARIS DAERAH 
PROVINS! KALIMANTAN TENGA 
ASISTEN PEREKONOMIAN 

P BANGUNAN 

SIUN 

Ditetapkan di Palangka Raya 

25 Oktober 2010 

AH, 

AGUSTIN TERAS NARANG 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 25 



l_amp1ran I PeratLffan Gubernur l<alimantan Tengah 
No111or ?'.j •_~;.1.h\U1 ?010 
Tanggcil :?~i uLt0'.:i-::: 201 C 

KODE ASET TETAP 

Kocle Buku [3esar Nc11na Per k1r,1,rn Uul,u Uus;;ir f<l,1sif11,cis1 Aset Teta Kode 

1 3 1 

·1 3 2 

1.3 3 

1 3 4 

1.35 

1 3 6 

------t------

Terna Ii 

Pe1alata11 cJd11 Mes111 

Gedung da11 Bangu11an 

Jalan. lr1gas1 dan Jar111gan 

Aset Tetap Larrlllya 

l3a11gunar1 DalcJrn PengerJaan 

Ta11al1 

Alat -alat Berat 
Alat - alat Angkutan Darat Bermotor 
Alat - cJlat Anykutan Darat Tidak Bermotor 
Alat - alat /.1,11ykutan di Air Bermotor 
Alat - alat Angkl1tan di Air Tidak Bermotor 
Alat - a lat A11gkutan Udara 
Alat Bengl,el 

- Alat Pengplahan Pertaniar I dan Peternakan 
- Peralatan l<antor 

Perlengkapa11 l<antor 
• Komputer 
· Meubilair 
• Peralatan Dapur-
- Pengh1as Ruangan Rumah Tangga 
. Alat - E1lat Studio 

Alat - alat l<omunikasi 
Alat-alat Ukur 

- Alat - alat l<edokteran 
- Alat - alat Laboratorium 

Alat PersenJataan 

Bangunan Geclung Kantor 

Jal an 
Jembatan 

- Jaringan 
- Penerangan Jalan, Taman d8n Hutan l<ota 

lnstalas1 Listr"ik dan Telepon 

Bu k u11:ie rpu s ta kaan 
Barang Bercorak Kes3nian/ Kebudayaan/ 
Olai1raga 
Hewan/Ternak dan Tanaman 

1,01 

2,01 
2,02 
2,03 
2,04 
2,05 
20,6 
2,07 
2,08 
2,09 
2.10 
2, 11 
2, 12 
2, 13 
2, 14 
2, 15 
2,16 
2, 17 
2, 18 
2, 19 
2.20 

4,01 
402 
4,03 
4,04 
4,05 

5,01 

6,02 

5,03 



NO JENIS BAHANG 

1 BARANG BERG[:F~AK 

a. Baik (B) 

b Rusak R1ngan (l\f\) 

2 BARANG TIDAK BERGERAK 

a. Tanah 

1) Baik (8) 

2) Rusak l\111ga11 (r\R) 

3) Rusak Berat (RB) 

b. Jalan dan Jembatan 

1) Baik 

U.1111p1r,111 II f·'(:lc1lUii:ll1 Gubernur Kalimantan Tengal1 
Nu11101 '.:~, '.L'ahun 2010 
Tw199;:\I 25 Oktol><H 2010 

Apabila kondisimbarang t1;;rsebut masih dalam 
keadaan utuh dan berfunqsi denqan baik 

Apabila kond1si barang tersebut masit1 dalam 
keadaan utuh tetapi kllrang berfun9si dengan 
baik Untuk berfungsi dengan baik m(;merlukan 
perbaikan ringan dan tidak memerlukan 
pe11ggant1an bagian utama/komponen pokol<. 

Apabila konciisi barang tersebut tidak utuh dan 
tidak berfungsi lagi atau memerlukan per·IJaikan 
besar/pe11gga11tian bagian utarna/komponen 
pokok, sehingga tidak el<0nomis untuk diadakan 
perbaikan/ rehabilitasi 

Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan 
dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan 
peruntukannya 

Apabila kor1dis1 tanah tersebut karena sesuatu 
sebc:ib t1d21k dc1pat dipergw1al<.an da11/ataL1 
dimanfaatk,rn dan rnasih n1ernerlukan 
pe11g o I ,rn ,rn; pe 1·1 a k u an (rn isalny a p1;;1 ,g er 1119 an, 
pengu1uga11. peralatan dan pernadatar1J untuk 
c1apc:it cl1pergunakan sesuai dengan 
peruntukannya. 

Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi 
dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai 
dengan peruntukannya karena adanya bencana 
alam, erosi dan sebagainya. 

Apabila kondisi fisik barang terseb~1t cialam 
keadaan utuh dan berfungsi dengan b211k 

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam 
keadaan utuh namun memerlukan perbaikan 
ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan 
fungsinya. 



I 
NO JENIS BARANG 

3) Rusak Berat (F~f-3) 

c E3anguna11 

1) l3a1k (B) 

2) Rusak Ringan (RR) 

3) Rusak Berat (RB) 

KONOISI 

Apabila kondisi fisik bar;1ng tersebut dalam 
keadaari tic.iak utuh/tidak berfi.mgsi dengan baik 
clan memerluka11 perl)aikan dengan biaya besar 

Apab1la b,rngunan tersebut utuh dan tidal< tidak 
rnernerlukan perbaikan yang berarti kecuali 
pemeliharaan rutin 

Apabila bangunan tersebut masih utuh, 
memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan 
ringan pada komponen-komponen bukan 
konstruksi utarna 

Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak 
dapat dipergunakan lagi 

F< KA IMANTAN TEN AH, 
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